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BAB III 

PENUTU P 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengendalian kerusakan lingkungan berkenaan dengan industri 

batu bata di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul yang 

dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH)  dan Dinas Perizinan 

Kabupaten Bantul sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH 

Kabupaten Bantul telah melakukan pengendalian kerusakan 

lingkungan di lahan pertanian akibat  industri batu bata dengan cara 

sosialisai kepada Camat dan Lurah tentang pengendalian kerusakan 

di lahan pertanian, memberikan bantuan  pengendalian kerusakan 

lingkungan dan rehabilitasi di lahan pertanian. Dinas Perizinan 

tidak melakukan pengendalian karena semua industri batu bata di 

Kecamatan Piyungan berskala sangat kecil. 

2. Pengendalian kerusakan lingkungan belum berjalan maksimal 

dikarenakan adanya beberapa kendala sebagai berikut:  

a. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Camat dan Lurah 

kepada pelaku industri dan nasyarakat di Kecamatan Piyungan 

kabupaten Bantul. 
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b. Kurangnya anggaran dana untuk pelaksanaan pengendalian 

kerusakan lingkungan lahan pertanian di Kecamatan Piyungan 

kabupaten Bantul. 

c. Adanya benturan kepentingan dengan instansi lain, sehingga 

dana anggaran untuk pengendalian kerusakan lingkungan yang 

dilakukan BLH Kabupaten Bantul keluarnya tidak sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. 

d. Hampir semua industri batu bata di Kecamatan Piyungan 

Kabupaten Bantul tidak memilki Tanda Daftar Industri, 

sehingga Dinas Perizinan Kabupaten bantul tidak dapat 

melakukan pengawasan terhadap industri batu bata di 

Kecamatan Piyungan. 

B. Saran  

1. Badan lingkungan hidup (BLH) Kabupaten Bantul perlu secara 

langsung melakukan  sosialisai tentang pengendalian kerusakan 

lahan pertanian akibat industri batu bata kepada para pelaku 

industri batu bata. 

2. Badan Lingkungan hidup Kabupaten Bantul di Tahun 

2015perlumengajukan tambahan anggaran dana untuk sosialisasi 

langsung kepada para pelaku industri batu bata serta anggaran 

dana rehabilitasi, dan anggaran dana untuk pengadaan alat 

biopori dan peresapan.  
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3. Dinas Perizinan Kabupaten Bantul perlu mendorong pelaku  

industri batu bata di Kecamatan Piyungan untuk usaha bersama 

atau koperasi sehingga memudahkan pengawasan terhadap 

mereka. 
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